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law are increasingly complex. This article aims to analyze the role of health
law in protecting patients' rights, regulating the responsibilities of medical
personnel, and reviewing regulations related to health services in Indonesia.
This study uses a normative juridical approach by examining applicable laws
and regulations, including Law No. 36 of 2009 concerning Health and its
implementing regulations, as well as legal practices in the field. The results of
the analysis show that despite clear regulatory efforts, the implementation of
health law in Indonesia still faces various obstacles, both in terms of
compliance of medical personnel and patient protection. Stricter law
enforcement and increased legal awareness among health professionals are
needed and the community. The article also suggests the need for health
regulatory reform to respond to new challenges, such as telemedicine and the
use of electronic medical data. This research is expected to contribute to the
development of more effective health law policies in the future
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Abstrak

Hukum kesehatan memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur sistem kesehatan dan perlindungan
hak-hak pasien. Seiring dengan perkembangan teknologi medis dan perubahan sosial yang pesat, tantangan
dalam penerapan hukum kesehatan semakin kompleks. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran
hukum kesehatan dalam melindungi hak pasien, mengatur tanggung jawab tenaga medis, serta meninjau
regulasi terkait pelayanan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif
dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan dan peraturan pelaksananya, serta praktik hukum di lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa
meskipun ada upaya regulasi yang jelas, implementasi hukum kesehatan di Indonesia masih menghadapi
berbagai kendala, baik dari segi kepatuhan tenaga medis maupun perlindungan pasien. Diperlukan
penegakan hukum yang lebih tegas serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan profesional kesehatan
dan masyarakat. Artikel ini juga menyarankan perlunya reformasi regulasi kesehatan untuk menanggapi
tantangan baru, seperti telemedicine dan penggunaan data medis elektronik. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum kesehatan yang lebih efektif di masa depan.

Kata Kunci : Hukum Kesehatan, Hak Pasien, Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan, Regulasi
Kesehatan, Implementasi Hukum.
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PENDAHULUAN

Sistem kesehatan di Indonesia, sebagai salah satu sektor penting dalam kehidupan
masyarakat, tidak hanya bertujuan untuk memberikan pelayanan medis yang terbaik, tetapi juga
untuk memastikan perlindungan hak-hak pasien. Dalam konteks hukum, pengaturan hak dan
kewajiban pasien merupakan elemen fundamental dalam menjamin kualitas pelayanan kesehatan
yang adil dan transparan. Hak pasien meliputi hak untuk mendapatkan pelayanan medis yang aman,
bermutu, dan sesuai dengan kebutuhan medis, sementara kewajiban pasien berkaitan dengan
tanggung jawab mereka dalam mengikuti prosedur medis serta memberikan informasi yang akurat
terkait kondisi kesehatan mereka.Pengaturan tentang hak dan kewajiban pasien di Indonesia diatur
melalui berbagai undang-undang dan peraturan yang saling terkait, seperti Undang-Undang No. 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, serta
peraturan terkait lainnya yang mengatur etika profesi dan prosedur medis.

Namun, meskipun ada berbagai regulasi yanG mengatur, implementasi hukum yang tepat
seringkali menemui tantangan, baik dalam hal pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka,
maupun dalam hal penegakan kewajiban yang ada.Dalam praktiknya, pelaksanaan hak dan
kewajiban pasien tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berbagai masalah muncul,
seperti ketidaktahuan pasien tentang hak-hak mereka, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan
kewajiban tenaga medis, serta rendahnya tingkat akuntabilitas dalam pelayanan kesehatan. Oleh
karena itu, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam terkait bagaimana sistem hukum di
Indonesia mengatur hubungan antara pasien dan tenaga medis serta mekanisme perlindungan yang
ada bagi pasien.Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak dan kewajiban pasien
dalam sistem hukum kesehatan Indonesia, dengan menyoroti peraturan yang ada, tantangan dalam
implementasinya, serta potensi perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas
perlindungan hukum bagi pasien. Dengan pendekatan yuridis normatif, diharapkan kajian ini dapat
memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum kesehatan yang lebih baik dan efektif
di masa depan.

Sistem hukum kesehatan di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam
melindungi hak-hak pasien sekaligus mengatur kewajiban-kewajiban yang melekat pada pasien dan
tenaga medis. Sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan, hak dan kewajiban pasien harus
dijaga agar tercipta keseimbangan antara kualitas pelayanan medis dan perlindungan hukum
terhadap individu yang membutuhkan pelayanan tersebut. Pengaturan tentang hak pasien di
Indonesia, yang mencakup hak untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas, aman, dan berbasis
pada persetujuan pasien, serta kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat mengenai
kondisi kesehatan, telah diatur dalam berbagai regulasi yang mengacu pada prinsip-prinsip hak asasi
manusia (HAM) dan etika medis.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan salah satu dasar hukum
utama yang mengatur hak dan kewajiban pasien dalam konteks pelayanan kesehatan. Pasal 5 dari
undang-undang ini menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang
berkualitas, aman, dan memadai sesuai dengan kebutuhan medisnya (UU No. 36/2009, Pasal 5).
Selain itu, Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit juga memberikan penekanan
pada pentingnya perlindungan hak pasien dalam setiap pelayanan yang diberikan oleh fasilitas
kesehatan (UU No. 44/2009, Pasal 9).
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Namun, meskipun sudah ada pengaturan yang cukup jelas mengenai hak dan kewajiban pasien,
implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah
kurangnya pemahaman masyarakat dan tenaga medis terkait hak-hak yang dimiliki pasien, serta
kewajiban pasien dalam menjalani pengobatan atau perawatan medis. Selain itu, kasus-kasus
pelanggaran terhadap hak pasien, seperti kesalahan diagnosis, penolakan pelayanan, atau kurangnya
informasi yang diberikan kepada pasien, sering kali terjadi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa
meskipun regulasi telah ada, pengawasan dan penegakan hukum di sektor kesehatan masih
memerlukan perhatian lebih.

Seiring dengan perkembangan teknologi medis dan peningkatan akses terhadap informasi
kesehatan, pengaturan hak dan kewajiban pasien juga harus terus berkembang agar dapat mengikuti
dinamika kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kajian tentang pengaturan hak dan kewajiban
pasien dalam sistem hukum kesehatan Indonesia menjadi sangat penting untuk melihat sejauh mana
regulasi yang ada dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi pasien, serta bagaimana
penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaturan hak dan kewajiban pasien
dalam sistem hukum kesehatan di Indonesia, dengan meninjau regulasi yang ada, tantangan dalam
implementasi, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum
bagi pasien. Melalui pendekatan yuridis normatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan
wawasan mengenai perbaikan kebijakan hukum kesehatan di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap
peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban pasien dalam sistem hukum
kesehatan Indonesia. Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma-
norma hukum yang terkait dengan topik yang dibahas serta menilai kesesuaian dan efektivitas
penerapannya dalam praktik. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
approach).

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Pendekatan ini dilakukan dengan
mengkaji berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia terkait pengaturan hak dan kewajiban
pasien, seperti:

a. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengatur hak pasien untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan aman.

b. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang memberikan pedoman
tentang hak pasien di rumah sakit dan kewajiban fasilitas kesehatan.

c. Peraturan Pemerintah dan peraturan terkait lainnya, seperti Peraturan Menteri Kesehatan
tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan, yang turut mengatur standar pelayanan medis.

Dalam konteks ini, penelitian ini akan meninjau secara kritis apakah pengaturan
tersebut sudah memadai untuk melindungi hak pasien dan mengatur kewajiban pasien serta
tenaga medis, serta sejauh mana implementasinya dapat menjamin keadilan dalam sistem
kesehatan.
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2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Pendekatan ini digunakan untuk

memahami konsep-konsep yang mendasari regulasi hak dan kewajiban pasien dalam hukum
kesehatan, seperti hak asasi manusia, etika medis, serta hubungan hukum antara pasien dan
tenaga medis. Dalam hal ini, konsep-konsep hukum kesehatan akan dianalisis untuk menggali
pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hak pasien seharusnya dilindungi dan
bagaimana kewajiban-kewajiban tersebut dilaksanakan oleh pasien dan tenaga medis.

Analisis Kualitatif: Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis kualitatif untuk menilai
penerapan regulasi yang ada di lapangan. Data yang digunakan berasal dari bahan-bahan
hukum, literatur ilmiah, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini. Dengan cara
ini, penelitian bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengaturan yang ada serta tantangan
yang dihadapi dalam praktik di sistem kesehatan Indonesia.

Studi Kasus: Penelitian ini akan menyertakan beberapa studi kasus mengenai pelaksanaan hak
dan kewajiban pasien dalam praktik pelayanan kesehatan di Indonesia. Studi kasus ini
digunakan untuk menggali contoh nyata dari penerapan regulasi hukum di lapangan dan untuk
mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul, serta mencari solusi atau rekomendasi bagi
perbaikan sistem hukum kesehatan.

Sumber Data:

1.

Bahan hukum primer: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan-peraturan yang
relevan dengan topik hak dan kewajiban pasien.

Bahan hukum sekunder: Buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan literatur yang
membahas mengenai hukum kesehatan di Indonesia.

Bahan hukum tersier: Sumber-sumber yang memberikan panduan atau penjelasan lebih lanjut
mengenai materi hukum kesehatan, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan jurnal hukum
kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hak Pasien dalam Sistem Hukum Kesehatan Indonesia

Hak pasien dalam sistem hukum kesehatan Indonesia diatur secara jelas melalui beberapa
peraturan perundang-undangan. Salah satu undang-undang utama yang mengatur hak-hak pasien
adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 5 dalam undang-
undang ini secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan
kesehatan yang bermutu, aman, dan sesuai dengan kebutuhan medis. Hak pasien juga diatur
dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang menekankan
pentingnya perlindungan hak pasien dalam setiap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit
(Pasal 9).

Beberapa hak dasar yang diatur dalam undang-undang tersebut antara lain:

a. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai kondisi kesehatan,
prosedur medis yang akan dijalani, serta potensi risiko dari tindakan medis.

b. Hak untuk memberikan persetujuan (informed consent) sebelum menjalani prosedur
medis, yang harus dilakukan tanpa adanya paksaan.
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c. Hak untuk mendapatkan kerahasiaan informasi medis yang tidak boleh disebarluaskan
tanpa izin pasien.

Namun, meskipun hak-hak ini diatur dengan baik dalam teori, implementasinya di
lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak pasien yang belum sepenuhnya
memahami hak-hak mereka, terutama terkait dengan informed consent dan hak atas privasi
medis. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya edukasi hukum bagi masyarakat dan
tenaga medis, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan hak-hak pasien di fasilitas
kesehatan (Syafi'i, 2015).

2. Pengaturan Kewajiban Pasien dalam Sistem Hukum Kesehatan Indonesia

Selain hak pasien, kewajiban pasien juga diatur dalam perundang-undangan kesehatan
Indonesia. Pasien memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang akurat dan
lengkap mengenai kondisi kesehatannya kepada tenaga medis, baik mengenai riwayat penyakit
sebelumnya maupun mengenai obat-obatan yang sedang dikonsumsi. Kewajiban ini tercantum
dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 yang menekankan pentingnya kerjasama antara
pasien dan tenaga medis untuk mencapai hasil pengobatan yang optimal (Pasal 9).

Selain itu, pasien juga memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan rumah sakit atau
fasilitas kesehatan yang bersangkutan, seperti mengikuti prosedur perawatan atau terapi yang
dianjurkan oleh dokter. Kewajiban ini juga mencakup kewajiban untuk mematuhi aturan
administrasi terkait pembayaran atau asuransi kesehatan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun, di lapangan, ada beberapa permasalahan terkait pelaksanaan kewajiban pasien.
Salah satunya adalah ketidaktahuan pasien terhadap kewajiban mereka, yang sering
menyebabkan kesalahan dalam penyampaian informasi atau ketidaksesuaian antara harapan
pasien dengan prosedur medis yang dijalani. Misalnya, pasien sering kali tidak memberi tahu
dokter tentang alergi atau riwayat penyakit sebelumnya yang dapat mempengaruhi pengobatan
yang diberikan (Rahardjo, 2019).

3. Tantangan dalam Implementasi Hak dan Kewajiban Pasien

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi pengaturan hak dan kewajiban
pasien antara lain:

a. Kurangnya Edukasi dan Penyuluhan: Meskipun peraturan telah mengatur hak dan
kewajiban pasien, masih banyak pasien yang kurang paham mengenai hak-hak mereka,
seperti hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai prosedur medis.
Kurangnya sosialisasi dan edukasi hukum terhadap masyarakat dan tenaga medis menjadi
salah satu faktor penyebabnya (Mulyanto, 2017).

b. Keterbatasan Tenaga Medis dan Fasilitas Kesehatan: Di beberapa daerah, terutama
daerah terpencil, fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang tersedia terbatas, yang
menyebabkan kualitas pelayanan kesehatan menjadi tidak optimal. Hal ini turut
memengaruhi implementasi hak pasien, terutama dalam hal aksesibilitas terhadap pelayanan
kesehatan yang berkualitas (Syafi’i, 2015).

c. Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum: Meskipun peraturan telah ada,
pengawasan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban pasien di lapangan masih lemah. Hal
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ini menyebabkan beberapa pelanggaran terhadap hak pasien, seperti pemberian informasi
yang tidak memadai, atau bahkan pengabaian terhadap persetujuan medis yang sah
(Rahardjo, 2019). Tanpa pengawasan yang ketat, pelaksanaan hak dan kewajiban pasien
sulit untuk diimplementasikan secara optimal.

4. Upaya Perbaikan dan Rekomendasi

Untuk meningkatkan perlindungan hak dan kewajiban pasien dalam sistem hukum
kesehatan Indonesia, beberapa langkah perbaikan yang dapat diambil antara lain:

a. Peningkatan Edukasi Hukum: Perlu adanya program edukasi yang lebih intensif
mengenai hak-hak pasien, baik di tingkat masyarakat maupun di kalangan tenaga medis.
Edukasi ini harus mencakup informasi mengenai hak-hak dasar pasien seperti informed
consent, hak atas kerahasiaan informasi medis, serta kewajiban pasien dalam menjalani
perawatan.

b. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum: Pemerintah perlu memperkuat
pengawasan terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga medis untuk memastikan bahwa hak
pasien dipenuhi dan kewajiban mereka dilaksanakan dengan baik. Penegakan hukum yang
lebih tegas terhadap pelanggaran terhadap hak pasien juga perlu ditingkatkan.

c. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan: Pemerintah harus
memperhatikan kesenjangan dalam akses pelayanan kesehatan di berbagai daerah, dengan
memperbaiki distribusi tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang memadai, sehingga hak
pasien untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas dapat terpenuhi.

KESIMPULAN

Pengaturan hak dan kewajiban pasien dalam sistem hukum kesehatan Indonesia telah diatur
dengan cukup jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
Regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak pasien, seperti hak untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, hak atas informasi medis yang jelas, serta hak
untuk memberikan persetujuan (informed consent) sebelum menjalani prosedur medis. Di sisi lain,
kewajiban pasien untuk memberikan informasi yang akurat dan mengikuti prosedur medis yang
dianjurkan juga diatur untuk mendukung keberhasilan pengobatan.

Namun, meskipun pengaturan ini sudah ada, implementasinya di lapangan masih
menghadapi sejumlah tantangan. Banyak pasien yang kurang memahami hak-hak mereka, terutama
terkait dengan informed consent dan hak atas kerahasiaan data medis. Selain itu, kelemahan dalam
pengawasan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban ini, serta keterbatasan sumber daya dalam
fasilitas kesehatan, menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan perlindungan hak pasien yang
optimal.

Untuk itu, diperlukan upaya perbaikan dalam beberapa aspek, seperti peningkatan edukasi
dan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pasien kepada masyarakat dan tenaga medis, penguatan
pengawasan terhadap fasilitas kesehatan dan praktik medis, serta perbaikan aksesibilitas dan
kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan langkah-langkah tersebut,
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diharapkan sistem hukum kesehatan Indonesia dapat lebih efektif dalam melindungi hak-hak pasien
dan memastikan tercapainya keseimbangan yang adil antara hak pasien dan kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh pasien dan tenaga medis.

Saran

1.

Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Hukum bagi Pasien dan Tenaga Medis

Salah satu kendala utama dalam implementasi hak dan kewajiban pasien adalah kurangnya
pemahaman mengenai hak-hak mereka, serta kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh pasien
maupun tenaga medis. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan edukasi hukum
tentang hak-hak pasien, terutama mengenai hak atas informasi medis, persetujuan medis
(informed consent), serta hak untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Program
penyuluhan hukum ini harus diperluas, baik di tingkat masyarakat umum, mahasiswa
kedokteran, maupun tenaga medis yang sudah berpraktik. Dengan edukasi yang memadai,
pasien dan tenaga medis dapat lebih sadar akan peran dan tanggung jawab mereka dalam sistem
pelayanan kesehatan.

Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Meskipun peraturan mengenai hak dan kewajiban pasien sudah ada, pengawasan terhadap
implementasinya masih lemah. Oleh karena itu, perlu ada penguatan lembaga pengawasan yang
independen, seperti Badan Pengawasan Kesehatan (BPK) atau lembaga terkait lainnya, untuk
memonitor pelaksanaan hak dan kewajiban pasien. Pengawasan yang ketat juga harus disertai
dengan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, baik oleh tenaga
medis yang melanggar kode etik maupun oleh pihak rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang
tidak memenuhi kewajibannya. Penegakan hukum yang efektif akan menciptakan sistem yang
lebih transparan dan bertanggung jawab.

Penyempurnaan Regulasi Terkait Hak dan Kewajiban Pasien

Pengaturan mengenai hak dan kewajiban pasien dalam sistem hukum kesehatan Indonesia
sudah cukup baik, tetapi perlu adanya penyempurnaan dalam hal pengaturan hak pasien terkait
teknologi medis baru, seperti telemedicine, penggunaan data kesehatan elektronik, dan hak atas
privasi dalam konteks data digital. Regulasi yang lebih terperinci diperlukan untuk menghadapi
tantangan baru di era digital, agar pasien mendapatkan perlindungan yang maksimal terkait
data pribadi dan layanan kesehatan jarak jauh.

Perbaikan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan di Seluruh Wilayah Indonesia
Masih adanya kesenjangan dalam aksesibilitas pelayanan kesehatan di berbagai daerah,
terutama di wilayah terpencil, menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan hak pasien.
Pemerintah perlu meningkatkan distribusi fasilitas kesehatan yang memadai, serta tenaga medis
yang terlatih, ke daerah-daerah yang kekurangan. Selain itu, fasilitas kesehatan di daerah perlu
dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai untuk memastikan bahwa hak pasien dapat
terpenuhi dengan baik.

Peningkatan Kerjasama antara Pemerintah, Rumah Sakit, dan Masyarakat
Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara pemerintah, rumah sakit, serta masyarakat
juga sangat penting untuk memastikan pemenuhan hak pasien. Pemerintah perlu melibatkan
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masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan kesehatan serta memastikan adanya peraturan
yang responsif terhadap kebutuhan pasien. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya juga
harus lebih terbuka dan transparan dalam memberikan informasi mengenai prosedur medis,
biaya pengobatan, serta hak-hak yang dimiliki oleh pasien.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem hukum kesehatan Indonesia dapat lebih
efektif dalam melindungi hak pasien dan memastikan kewajiban yang adil antara pasien dan tenaga
medis. Pemenuhan hak pasien yang lebih baik tidak hanya akan meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan di
Indonesia secara keseluruhan.
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